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BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Penyewaan Lahan Perhutani

Dalam kehidupan sehari hari manusia akan selalu membutuhkan satu 

sama lain dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhanya. Seperti yang 

dilakukan masyarakat Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Tulungagung, 

telah melakukan kerjasama dengan pihak perhutani. Kerjasama ini dilakukan 

oleh perhutani dengan LMDH Desa Demuk dan beranggotakan para petani 

desa yang biasa memanfaatkan lahan perhutani untuk bertanam.

Pelaksanaan kerjasama masyarakat Desa Demuk di bidang pertanian 

yang berada di lahan Perhutani dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama 

pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani 

Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH). Para petani Desa Demuk yang telah memanfaatkan lahan milik 

negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sebagai anggota LMDH. Selain 

perjanjian kerjasama pengelolaan hutan juga terdapat perjanjian kerjasama 

pemanfaatan tanah di bawah tegakan. Hal ini serupa dengan sewa-menyewa, 

sebab setiap tahunnya pihak penggarap menyetorkan uang kepada pengurus 

LMDH.

Kerjasama ini bertujuan untuk kesejahteraan mayarakat sekitar hutan 

sekaligus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap hutan bersama 

masyarakat desa sekitar hutan. Akan tetapi kerjasama ini kurang sesuai 



79

dengan isi perjanjian, dimana penggarap tidak memenuhi kewajibannya, 

begitu sebaliknya Perhutani juga kurang dalam pengawasan.

Secara umum sebuah perjanjian dibuat agar salah satu dari yang 

melakukan perikatan tidak melakukan tindakan penyelewengan. Dalam 

perikatan ada ada yang berupa kewajiban memberikan/menyerahkan sesuatu 

seperti penjual memberikan barang ada yang berkewajiban memberikan 

sesuatu seperti perusaan pengangkutan untuk melakukan pengangkutan yang 

dijanjikan.1

Sewa-menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari 

sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu 

harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.2 Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sewa-menyewa terdapat suatu 

perjanjian, dimana perjanjian tersebut memberikan suatu hak dan kewajiban 

bagi pihak-pihaknya.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut maka seorang penggarap 

mempunyai hak dan kewajiban. Hak seorang penggarap ialah memperoleh 

pengawasan dan pelayanan dari pihak perhutani sedangkan kewajibannya 

yakni mengelola dan merawat pohon jati yang sudah ditanam oleh Perhutani. 

Namun kedua belah pihak tidak melaksankan kewajibannya sesuaidengan apa 

yang sudah disepakati diawal perjanjian. Padahal sesuai perjanjian yang 

1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hal. 45  

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Sewa-menyewa.
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berkewajiban menjaga hutan tidak hanya LMDH dan petani tetapi perhutani 

lebih berperan dalam pengawasan karena perhutani merupakan BUMN yang 

bertugas mengawasi dan mengelola hutan.

Sejauh ini tidak ada perlindungan hukum bagi petani penggarap, 

walaupun ini merupakan kerjasama antara perorangan dengan lembaga. Hal 

ini merupakan ungkapan dari para petani penggarap selaku penyewa atau 

penggarap lahan Perhutani. Kerugian bagi para petani apabila dalam waktu 

kedepan ada yang mengalihkan Haknya sebagai penggarap yang sampai saat 

ini belum terdapat sertifikat atau bukti lain jika lahan tersebut adalah Hak 

Garap para petani yang ada disekitar hutan. Yang mempunyai lahan garapan 

bukan hanya masyarakat Dusun Kasrepan saja, ada beberapa orang luar desa 

yang menggarapnya, karena petani penggarap yang lama sudah tidak mampu 

lagi menggarapnya, sehingga lahan garapan dialihkan atau dijual kepada 

orang lain.

B. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktik Penyewaan Lahan 

Perhutani

Sewa-menyewa merupakan sebuah persetujuan antara yang 

menyewakan dan penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang 

kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan sepenuhnya. Atau bisa 

juga dikatakan penyerahan barang kepada orang lain untuk memulai dan 

memungut hasil dari barang itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan disertai 

pembayaran uang. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua 

pihak tersebut, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan.
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Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari 

pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian sewa 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Terdapat dua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

b) Adanya unsur pokok berupa barang dan harga.

c) Pihak yang satu berhak mendapatkan/menerima pembayaran sewa dan 

berkewajiban memberikan kenikmatan satu barang, dan pihak yang 

lainnya berhak mendapatkan/menerima kenikamatan atas suatu barang 

dan berkewajiban menyerahkan pembayaran.

d) Penikmatan berlangsung sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

e) Pihak penyewa dilarang merubah susunan barang sewa selama masa 

sewa masih berlangsung.

Dari ciri-ciri diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang 

menyewakan mempunyai hak dan kewajiban begitu juga sebaliknya.

Jika dikaitkan pembahasan diatas maka pemberi sewa mempunyai 

kewajiban mengawas penyewa dan memberikan pelayanan kepada penyewa 

berupa penyaluran benih agar sampai pada tujuan. Sedangkan dari pihak 

penyewa juga melupakan kewajibannya sesuai perjanjian yakni mengelola 

dan merawat tegakan pohon. Selain itu ada juga beberapa petani penggarap 
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selaku penyewa malah menebang tegakan pohon untuk keperluan pribadinya. 

Jika dilihat dari ciri-ciri diatas maka penyewa juga melanggar kewajibannya 

yakni larangan merubah susunan barang selama masa sewa, sedangkan petani 

penggarap malah merusak/menebang pohon. 

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Lahan Perhutani

Fitrah manusia sebagai makhluk berfikir dan mahkluk berbudaya 

sekaligus diberikan mandat oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. 

Sebagai bentuk tanggungjawab-Nya, Allah memberikan dua alat untuk 

membimbing manusia dalam menentukan kebenaran. Dua alat yang dimaksud 

adalah akal dan wahyu. Keduanya diharapkan dapat saling membahu sesuai 

dengan peran masing-masing secara proposional.

Akal dengan segala keterbatasan kemampuannya untuk menalar 

adalah kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. 

Alquran banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir. Sebagai 

khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya 

untuk memakmurkan kehidupan, karena pada hakikatnya manusia adalah 

makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan 

berkecenderungan kepada mencari kebenaran.3

Menurut Amir Syaifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin 

Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Alloh dan sunnah 

3 Mahsun, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik 
Dengan Metode Saintifik Modern, Al-Ahkam, Vol. 25, Nomor 1, April 2015
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Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku 

mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.4

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, 

mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur 

dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam 

bidang mu’amalah.5

الأصْلُ فِ الَمعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تحرِْيمِهَا

hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di 
lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap mu’amalah dan transaksi, 

pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama 

(mudhrabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-

tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan 

riba.6

Menyewakan tanah hukumnya sah, disyaratkan untuk menjelaskan 

barang yang disewakan, apakah berbentuk tanah, tumbuhan, atau bangunan. 

Jika maksudnya untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa yang 

ditanam di tanah tersebut kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan 

ditanami apa saja.

4 Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El 
Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

5 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press. 2000), hal. 
6

6 A. Djazuli, Kaidah-KaidahFikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130
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Menurut Ibnu Taimiyyah penyewaan tanah oleh penggarap itu 

hukumnya sah. Ia boleh menyewakannya kepada orang yang menanaminya 

dengan tanaman lain. Demikian penyewaan boleh menyewakannya lagi 

kepada orang lain berdasarkan hak penyewanya itu. Jika pemegang hak garap 

tersebut mati, atau ia menyerahkan hak garapannya kepada pihak lain, maka 

pemegang hak garapan kedua tidak wajib menyewakan tanah kepada 

penyewa pertama, tetapi ia tidak boleh mencabut tanaman milik penyewa 

yang ada di tanah tersebut secara cuma-cuma. Sebaiknya, ia diberi pilihan 

antara membiarkan tanaman tersebut dengan menerima harga sewa yang 

tersendiri seperti harga sewa pertama, atau lebih rendah, atau lebih tinggi 

sebagaimana kerelaan kedua pihak. Akan tetapi, ia tidak boleh memaksa 

penyewa dengan harga sewa yang lebih tinggi daripada harga standar.7

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pemilik barang 

mensyaratkan kepada penyewa bahwa barang tidak boleh disewakan ke orang 

lain, maka penyewa tidak boleh menyewakan kepada orang lain, begitu pula 

jika pemilik mensyaratkan kepada penyewa supaya tidak menyewakan ke 

orang dengan profesi tertentu maka penyewa harus memenuhi persyaratan 

tersebut. Jika tidak ada perjanjian apapun terkait penyewaan barang ke pihak 

ketiga maka hukum asalnya adalah dibolehkan bagi penyewa untuk 

menyewakannya ke pihak ketiga.

7 Syaikhul Islam Taqqiyudin Ahmad bin Taimiyyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah, 
(Jakarta, Pustaka Azzam, 2014), hal. 606-607
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Tanah lahan Perhutani yang dikelola masyarakat tidak jauh dari 

pemukiman mereka. Jarak yang dekat tersebut bisa ditempuh dengan jalan 

kaki sejauh kurang lebih satu kilometer dari pemukiman mereka.

Dalam melakukan sebuah perjanjian antara pihak satu dengan pihak 

yang lain dalam sewa-menyewa dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, 

perbuatan dan isyarat. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kasrepan 

Desa Demuk ini pun demikian, akad yang digunakan adalah akad secara 

lisan.

Kasus yang terjadi diawali dengan adanya kerjasama antara pihak 

Perhutani dengan LMDH yang menyatakan bahwa masyarakat dibolehkan 

menggarap lahan yang ada dibawah pohon dengan syarat diharuskan 

mengelola dan merawat pohon yang ada didalamnya, dan diwajibkan untuk 

membayar dengan sejumlah uang tiap tahunnya. Namun, semakin lama 

masyarakat mulai lalai dengan hal tersebut. Sehingga pengelolaan dan 

perawatan pohon tidak sempurna.

Lain halnya dengan dengan transaksi sewa-menyewa ini penyewa 

berhak mengambil manfaat dari lahan tersebut, akan tetapi pihak penyewa 

juga merusak dan mengambil pohon yang ada didalamnya. Sehingga disini 

pihak pemberi sewa dirugikan, sebab yang diambil manfaatnya bukan hanya 

lahan yang ada dibawah tegakan pohon melainkan penyewa juga mengambil 

pohonnya. Padahal dalam perjanjiannya, penyewa hanya dibolehkan 

menggarap dan mengelola, bukan merusak dan mengambil pohon.
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Jadi yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Kasrepan Desa Demuk 

dalam praktik belum sesuai dengan syarat dan rukun sewa-menyewa (ijarah).


